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BT'PATI IIATUITA
PROVIilSI KTPT'I,AUAIT RIAU

PERATURAN BUPATI
IroMoR Fb TtHtril 2015

TEITTAIVG

TATA CARA PEITGEIOI-AAtr
REKEIYIIYG MILIK PEMERINTAII DAERAII

DEITGAIT RAHUAT TI'IIAIV YAITG TAIIA ESA

BT'PATI IIATT'NA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewena.ngan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara
Umurn Daerah dalam mengelola Rekening Milik
Bendahara Umum Daerah dan Rekening Milik Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam mengelola Uang
Daerah;

b. bahwa dalam rangka nnemberikan pedoman pengelolaan
rekening milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif, elisien, akuntabel
dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu mengatur
kembali ketenhran rnengenai Rekening milik Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Keda
Perangkat Daerah (SKPD) ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perahrran bupati Nahrna tentang Tata Cara Pengelolaan
Rekening Milik Pemerintah Daerah.

Mengiagat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimtln, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota B,atam (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2AO4 fl,embaran
Negara Republik Indonesia tahun 2OA4 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3e68);psnnr 
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2. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286l4

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor t26, Tanbahan l,ennbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAg Nomor 13O, Tambahan Lernbarar:.
Negara Republik Indonesia Nornor 5Oa9);

7. Undang-Undang Nomor 1-2 Tahun 2011" tentang
Pembentrrkan Peraturan Pemndang-undangan
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOLl
Nomor 82, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523afi

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;;

9" Perafi,ran Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781;

10. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2AO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738l,'

ll.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLL Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Iembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013
Nomor 6);

MEUUTUSKAIT:

Menetapkan: TATA CARA PTIIGEIOLAAII nEXtIfIItG UILIK
PT}IERIITTAII DAERAII

BAE I
KETEIITTIAT T'UT'U

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1". Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Natuna.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai un$ur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. rJang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara
Umum Daerah.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaa.n, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disehljui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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t O. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

I 1. Bendahara Umr.lrn Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna a.nggaran/barang.

14. Sahran Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaranlpengguna barang,
pengelolaan keuangan daerah.

yang melaksanakan

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggara.n untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 5rang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.

18. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

19. Belanja Daerah adalah semua pengelua-ran dari Rekening
Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2O. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang
mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk
kegiatan untuk mencrnggulangr kekurangan kas atau
memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

21. Ifus Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah
yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
rhenampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

22.1{as Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar selunrh

PEftAF KOORDI}I
pengeluaran daerah.



23. Rekening adalah Rekening milik BUD dan SKPD dalam
Bentuk giro dan /atant deposito yang dibuka pada bank
umum/kantor pos, yang dapat didebit dan/atau dikredit
dalam rangka pengelolaan keuangan BUD dan SKPD.

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk rnenampung seluruh pnerimaan daerah dan
rnembayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

25. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah
daexrah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan
untuk menampung uang pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah termasuk didalamnya rekening bendahara
penerimaan pembantu;

26. Rekening Pengeluaran adalah Rekening glro pemerintah
Daerah pada bank urnum/kantor pos yang dipergunakan
untuk mencunpung uang bagi keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada SKPD, termasuk didalamnya
Rekening bendahara pengeluaran pembarrtu.

27. Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau
deposito pada bank umum/kantor pos yang
dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat
ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening
Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah dan Sartuan Kerja Perangkat
Daerah.

28. Rekening Pengelolaan Kas BLUD adalah Rekening
Lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLUD
untuk penempatan idle cash pada bank umum yang
terkait dengan pengelolaan kas BLUD.

29. Rekening Operasional BLUD adalah Rekening Lainnya
dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk
menampung seluruh penerimaan atau membayar selumh
pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari
Penerimaan BLUD pada bank umum.

3O. Rekening Dana Kelolaan adalah Rekening l"ainnya dalam
bentuk grro milik BLUD yang dipergunakan untuk
menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam
Rekening Operasional BLUD dan Rekening Pengelolaan
Kas BLUD pada bank umum, untuk filenafiIpung dana
antara lain:

a. Dana bergulir; dan/atau;

b. Dana yang belum menjadi hak BLUD.

31.. Rekening Penarnpungan Sementara adalah Rekening
Lainnya dalam benhrk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung penerimaan sernentara
unttrk tujuan tertentu.PAftAFKOORDINASI
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32. Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening
Lainnya dalam benfirk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila
terjadi kasus hukum yang mengharuskan unttrk
dilakukan sitaan dana.

33. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya rnernberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.

34. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk unhrk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mernpertanggungiawabkan uang
pendapatan daerah dalarn rangla pelaksanaan APBD
pada SKPD.

35. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan rnempertanggungiaurabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

36. Bendatrara Penerimaan Pembanttr adalah pejabat yang
diberi lnrasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
bendahara penerfunaan dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi bendahara penerimaan.

37. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
bendatrara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.

BAB II
JTIUS . JEITIS REIITilIITG

Pasal 2

Rekening Milik Pernerintah Daerah terdiri dari :

a. Rekening Milik Bendahara Umum Daerah;

b. Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c, Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pasal 3

(1) Rekening milik Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasat Al hunrp ta) dikelompokkan
menjadi:

a. Rekening Kas Umum Daerah;

b. Rekening
Penerimaan;

c. Rekening Pengeluaran; dan

d. Rekening Lainnya.
PA&AF KsoRBlf'IA$!
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(2) Rekening l,ainnya sebrgai mana dimaksud pada ayat (21

hurup (d) terdiri dari :

a. Rekening penampung deposito;

b. Rekening penampung penyetoran PFK;

c. Rekening lainnya yang dibuka oleh BUD sesuai
kebutuhan dalam penatausahaan APBD.

(3) Rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sebagaimana dimaksud pada Pasal (21 hurr-p (b)

dikelompokkan menj adi :

a. Rekening Penerimaan;

b. Rekening Pengeluaran; dan

c. Rekening Lainnya yang digunakan untuk menampung
uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan
tugas dan fungsi Sahran Kerja Perangkat Daerah
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(4) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal
(2) hurup (c) terdiri atas:

a. Rekening Pengelolaan Kas BLUD;

b. Rekening Operasional BLUD; dan

c. Rekening Dana Kelolaan.

BAB III
ITSTTTAf,GAT PEITGTLOLIIAT RTITIBITIilG

Bagran Pertama

Kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pasal 4

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian
atas seluruh Rekening milik Milik Pemerintah Daerah;

(2) Pengelolaan dalr pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1| terdiri atas:

a. Membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada
Bank yang ditunjuk oleh Bupati;

b. Membuka Rekening Milik BUD;

c- Pengoperasian Rekening Milik BUD

d. Pemberian {iin pembukaan Rekening SKPD dan BLUD;

e. Melakukan blokir Rekening SKPD dan BLUD;

f. Penutupan Rekening SKPD dan BLUD; dan

g. Memperoleh informasi atas Rekening SKPD dan BLUD.



(3) Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan wewenarlgnya
ke Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang
mengelola Rekening SKPD dan Rekening BLUD yang
dimilikinya;

(2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos;

b. pengoperasian Rekening; dan

c. penutupan Rekening.

BAB IV

PEMBUKAAIT REI(EITING

Bagian Fertama

Pembukaan Rekening Milik BUD

Pasal 6

(1) Bupati Natuna menunjuk Bank Umum yang sehat
sebagai pemegang rekening kas daeratr untuk
menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan
daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;

(2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

haruslah bank umum yang berfungsi/melaksanakan
hrgas sebagai Bank Persepsi;

(3) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemega.ng
rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD;

(a) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeratr selalnr
Bendahara Urnum Daerah membuka rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam ffianjian antara
Bendahara Urnum Daerah dengan Bank Umurn yang
ditunjuk;

(6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sekurang-kurangnya mencalnrP :

a. jenis pelayanan yang diberikan;

b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui
bank;

IAftAFKOORDtNASt



pelimpahan penerimaan dan saldo rekening
pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah ;

pemberian bunga/jasa giro /bag:, hasil atas saldo
rekening;

pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

kewajiban menyampaikan laporan;

sanksi berupa denda dan/ atau p€ngenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai
dengan perjanjian; dan

tata cara penyelesaian perselisihan.

(7) Perjanjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank
umum Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 7

(1) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening
penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
penerimaan daerah.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang
seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas
Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada
alftir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam
pedanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21secara teknis belum dapat dilakukan setiap
hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala yang
diatur dalarn perjanjian antara Bendahara Umum Daerah
dengan tsank yang bersangkutan"

[4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening
pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh
Bupati untuk mendukrng kelancaran pelaksanaan
operasional pengeluaran daerah.

(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dioperasikan sebagai rekening yang menarnpung pagu
dana untuk membiayai kegiatan/ pengeluaran kas
pemerintah daerah sesuai renc€u"la pengeluaran, yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(6) Setiap akhir tahun seluruh saldo pada rekening
pengeluaran harus dipindahbukukan ke Rekening Kas
Umum Daerah.

(7) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan
dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke
Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah
Bendahara Umum Daerahl Kuasa Bendahara Umum
Daerah dan dijelaskan dalam Perjanjian antara BUD dan
Bank.

d.

e.

f.
ctb'

h.

PAfiAFKOORDIilASI



Ba.gan Kedua

Pembukaan Rekening Milik SKPD/ BLUD

Pasal 8

(1) Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
dilakukan setelah rnendapat perseh4iuan tertulis dari
BUD.

(2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan persehrjuan pembukaan Rekening
Penerimaan, dan/atau Rekening Pengeluaran dan/atau
rekening lainnya Milik SKPD.

(3) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan persetujuan pembukaan Rekening Rekening
Pengelolaan Kas BLUD, Rekening Operasional BLUD dan
Rekening Dana Kelolaan Milik BLUD.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 9

(1) Pengguna Anggaran/ pemimpin BLUD mengajukan
permohonan persetujuan pembukaan Rekening pada
Bank Umum/IGntor Pos kepada Bendahara Umum
Daerah.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| dibuat sesuai format sebagaimana tercanturr
dalam L,ampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:

a" Salinan DPA;

b. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

c. Surat kuasa dari PA/pemimpin BLUD kepada BUD
dan Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan

' kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank
Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format
sebagairnana tercanhrrn dalarn Lampiran III
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Peraturan Bupati ini.

yang
dari



Pasal 1O

(U PA SKPD mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (3) hurup (c) bempa Rekening
Penyaluran Dana Bantuan Sosial pada Bank
Umum/Kantor Pos kepada BUD.

(2) Pemimpin BLUD rnengajukan permohonan perseh{uan
pembukaan Rekening milik BLUD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) hurup (a) berupa
Rekening Pengelolaan Kas BLUD dalam bentuk deposito
hanya digunakan untuk optimalisasi kas jangka pendek.

(3) Permohonan persetqiuan sebagaimana dirnaksud pada
ayat (71 dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

(4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilampiri dokumen paling sedikit:

a. Surat pernyataan mengenai penggunazm Rekening
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Surat kuasa PA SKPD/pemirnpin BLUD kepada
Kuasa BUD untuk memperoleh informasi dan
kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank
Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercanflrm dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

c. Surat keterangan mengenai sumber dana,
mekanisme penyaluran dana dan perlakuan
mengenai penyetoran bunga/jasa grro yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran tV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perahrran Bupati ini.

Bagian Keempat

Penilaian dan Persettrjuan/Penolakan Perrnohonan

Pembukaan Rekening

Pasal 11

(L) Berdasarkan perrrrohonan persetujuan pembukaan
Rekening yang disampaikan PA SKPD /pmimpin BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 1"0, BUD:
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memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
pembukaan Rekening; dan

menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan
Rekening dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keabsahan surat permohonan persetujuart
pembukaan Rekening yang disampaikan oleh PA
SKPD/pernimpin BLUD kepada BUD

2. Kejelasan hrjuan penggunaan Rekening;

3. Kejelasan sumber dana;

4. Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi
dan/atau program kerja Satuan Kerja dengan
tt{uan penggunaan Rekening dan sumber dana;
dan

5. Kejelasan mekanisme penyaluran dana
Rekening.

Pasal 12

(1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian
kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah
terpenuhi, BUD menyetujui permohonan pembukaan
Rekening dari PA SKPD/pemimpin BLUD.

(2) Surat persetqiuan pembukaan Rekening sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran V yang merupakan bagian
yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Dalam hal kelengkapan dclkumen dan penilaian
kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak
terpnuhi, BUD menolak permohonan pembukaan
Rekening dari PA/pemimpin BLUD.

(2) Surat penolakan pembukaan Rekening sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

BUD harus menerbitkan surat persetujuan/penolakan
pembukaan Rekening kepada PA/pemimpin BLUD paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat
perrnohonan persetujuan pembukaan Rekening.
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Pasal 15

(1) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan
oleh BUD berlaku 15 (Iima belas) hari kalender sejak
tanggat penerbitan.

(2) Khusus untuk surat persetujuan pembukaan Rekening
milik BLUD bempa Rekening Pengelolaan Kas BLUD
dalam bentuk deposito berlaku sampai dengan akhir
semester berkenaan.

Bagian Kelima
Pembukaan Rekening

Pasal 16

PA SKPD/pemimpin BLUD ha"rus melampirkan surat
persetujuan pembukaan Rekening dari BUD pada saat
membuka Rekening Milik SKPD/BLUD pada Bank
Umum/Kantor Pos.

Pasal 17

(1) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening
Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya Milik SKPD
diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh
BUD dalam surat persehrjuan pembukaan Rekening
sebagaimana tercanttrm dalam Lampiran V Perattrran
Bupati ini .

(2) Rekerring dimaksud pada ayat (U dibuka atas nanra
jabatan dengan ketentuan:

a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan
nama "Bendahara Penerimaan SKPD ......(Nama
sKPD).......";

b. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan
nema "Bendahara Pengeluaran SKPD ..""".(Nama
sKPD).......";

c. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan
menggunakan nama "BPP SKPD ..'...(Nama
sKPD)..."...';

d. Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan
nama "RPL SKPD ......(Nama SKPD).......";

(3) Penamaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(I-) dapat disingkat dengan menggunakan sing[<atan SKPD
y.ang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan
jumlah karakter pada Bank Urnum/Kantor Pos.
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Pasal 18

(1) PA sKPD/Pemimpin BLUD dapat membuka lebih dari I
(satu) Rekening milik sKpD sesuai kebutuhan dengan
tetaEr memperhatikan efelrtifitas penggunaan Rekerirg,
penilaian dan persetujuan pembukaan Rekening da;
BUD;

(2) Rekening milik SKPD/BLUD yang telah mendapat
persetujuan pembukaan Rekening dari BUD berlaku
selama Rekening aktif da, digunakan sesuai dengantujuan dan penggunaannya berdasarkan su*at
Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) PA sKPD/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan
pernbukaan Rekening kepada BUD paling iambat zr5 lauapuluh) hari kalender sejak terbitnya surat persehrjuan
pembukaan Rekening.

(2) Pemimpin BLUD hams menyampaikan laporan
pembukaan Rekening pengelolaan kas BLUD aaUm
pentuk deposito kepada BUD pating lambat l0 (sepuluh)
hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening. 

-

(3) Laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum d"ll* I"ampiran MI yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perahrran Bupati ini.

BAB V
PEITGOPERASIAN REKTIYING

Bagian Pertama

Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 20
(1) Dana yang disimpan pada Rekening sKpD diberikan

bunga dan/atau jasa giro oleh Bank umum/Kantor pos.

(2) B-unga dan/1tau jasa giro rekening sebagaimana
dimaksud padl ayat (r) disetorkan ke Kas Daerih pada
akhir bulan berkenaan.

(3) Khusus untuk Rekening milik BLUD, bunga dan/atau
jasa giro Rekening tidak disetorkan ke l(as Daerah dan
dapat dipergunakan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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Bagian Kedua

Pendebetan Rekening

Pasal 2L

(1) Pendebetan Rekening milik SKPD dilakukan oleh
PA/pemimpin BLUD dengan menerbitkan surat. perintah
untuk melakukan pendebetan Rekening.

(2) Surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening
ditandatangani oleh PA/pemimpin BLUD dar.:r/ atau
Bendahara pada SKPD / BLUD.

(3) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dan
(2) dapat berupa cek atau bilyet giro.

Bagian Ketiga

Pembukuan dan Penatausahaan Rekening

Pasal 22

(1) Bendahara pada SKPD/BLUD melakukan pembukuan
dan penatausahaan Rekening berdasarkan bulcti
transaksi debet dan/atau kredit pada Rekening.

(2) PA/pemimpin BLUD harus melakukan pengujian atas
kebenaran pembularan dan penatausahaan Rekening
dengan rnembandingkan antara pembulman dan
penatausahaan Rekening dengan rekening koran yang
diterbitkan oleh Bank Umum/Kantor Pos pada akhir
bulan berkenaan.

(3) Pembukuan dan penatausahaan Rekening yang
dilakukan otreh Bendahara berpedoman pada Perahrran
Bupati tetang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pasal 23

Penatausahaan seluruh Rekening pada SKPD dapat
dilakukan dengan aplikasi yang disediakan dan dibangun
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

BAB VI
PEUIPiORAIT DAIT PEITGTIUDALIAIT SALIX) REXETITG

Bagtan Pertama

Pelaporan Saldo Rekening

Pasal24
(U PA SKPD/pemirnpin BLUD melalui bendahara harrs

menyampaikan laporan saldo seluruh Rekening yang
dikelolanya setiap bulan kepada BUD paling lambat
tanggal 1O (sepuluh) bulan berilutnya.FA&AF T1OORDIruASI



(2) L,aporan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (U
berbentuk La.poran Penutupan Kas Bulanan yang dibuat
sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran
VIII yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) I-aporan tersebut disampaikan bersamaan penyampaian
SPJ l\rngsional bendahara pengeluaran dan bendahara
penerimaan.

(4) Dalam hal tanggal LO (sepuluh) sebagaim€ula dimaksud
pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan
saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelurnnya.

Pasal 25

(U BUD men1rusun Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi
Bank untuk setiap bulannya.

(2) Berdasarkan Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank
sebagaiman dimaksud pada ayat {21 dan Laporan saldo
yang disampaikan oleh bendahara sebagaimana
dimaksud pada pasal 24 ayat (1) BUD membuat Daftar
Rekapihrlasi ldte Ca,sh untuk setiap akhfu bulan yang
dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam
lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengendalian Rekening

Pasal 26

Bendahara Umum Daerah melakukan monitoring dan
pengendalian atas selunrh Rekening yang dirniliki oleh SKPD
dan BLUD.

BAB VU

BIOIIIR RTI{EIYING DAN PtsilTTTUPAIT REI(EITIITG

Bagian Pertama

Blokir Rekening

Pasal27

(1) Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan blokir
Rekening dalam hal Pn/pernimpin BLUD tidak
menyampaikan laporan saldo Rekening sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Khusus untuk Rekening milik BLUD, pemblokiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan unhrk
seluruh Rekening operasional yang dikelola.p& tAF KOUftDtht4$f
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(3) Dalam hal PA/pemimpin BLUD telah menyampaikan
laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Bendahara Umurn Daerah berwenang mencabut
blokir Rekening.

(a) Blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dan Pencabutan Blokir Rekening sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bendahara Umurn
Daerah dengan menyampaikan permintaan terhrlis
kepada Bank Umum/Kantor Pos dan disampaikan
dengan menggunakan sarana tercepat.

(5) Surat perintah blokir Rekening sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 dibuat sesuai format sebagairnana
tercantum dalarn I"ampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Surat Pencabutan blokir Rekening sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran )O yang merupakar:. bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penr.ltupan Rekening

Pasal 28

(1) Bendahara Umum Daerah berwenang menutup Rekening
milik SKPD/ BLUD paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif.

(2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi
pendebetan ataupun pengkreditan Rekening selama 1

(satu) tahun.

(3) Sebelum melakukan penutupan Rekening sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, terhitung 6 (enarn} bulan sejak
Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif,
Bendahara Umum Daerah harrs menyampaikan surat
pemberitahuan Rekening pasif kepada PA/Pemimpin
BLUD.

Pasal 29

Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah
dapat memerintahkan:

a. penutupan Rekening; dan/atau

b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada
pada Rekening SKPD/BLUD.
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Pasal 3O

(l) Bendahara Umurn Daerah berwenang menutup Rekening
SKPD dan memindahbukukan saldonya ke kas daerah
dalam hal:

a. PA/pemimpin BLUD membuka Rekening tarrpa
memperoleh persetqiuan dari Bendahara Umum
Daerah Daerah;

b. PA/pemimpin BLUD tidak melaporkan pembukaan
Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
( 1);

c. na<erdng yang digunakan tidak sesuai dengan hrjuan
dan pentnfirkkanya.

(2) Penutupan dan pemindahbulman saldo Rekening
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
menlpakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal 31

(1) PA/pemimpin BLUD harus menutup Rekening milik SKPD
yang sudah tidak Asunakan sesuai dengan tujuan dan
peruntr.lkannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas
Daerah.

{21PA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan
penutupan Rekening kepada Bendahara Umum Daerah
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
lrnutupan dengan dilampiri bukti penuhrpan Rekening
dan/atau bukti pemindahbukuan saldo Rekening.

(3) L,aporan Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalarn Peraturan
Bupati ini.

Pasal 32

Pimpinan BLUD dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas
urrtuk dipindahkan ke Rekerring Operasional datrarn rang!<a
pengelolaan kas BLUD.

Pasal 33

PA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan
penutupan Rekerring kepada Bendahara Umum Daerah
paling lambat 5 (hma) hari kerja setelah tanggal penutupan
dengan ditampiri bukti penuhrpan Rekening danlatau bul<ti
pemindahbukuan saldo Rekening.
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Pasal 34

Dalam hal Rekening yang telah dituhrp dan saldonya telah
dipindahbukukan ke kas daerah terbukti bukan mitk SKPD,
saldo Rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada
pemilik Rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme
pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran
berjalan.

BAB VIII
KETENTUAIT PERALIHAIT

Pasal 35

(1) PA/pemimpin BLUD han.s meminta persetujuan kembali
atas Rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya
Peraturan Bupati kepada Bendahara Umum Daerah
untuk dilakukan perubahan narna Rekening.

(2) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada BUD paline lambat tanggal
3O Maret 2016.

(3) Atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menerbitkan
surat persetujuan kembali pembukaan Rekening paling
lambat tanggal3O April 2OL6.

(4) Surat permohonan persetujuan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XtV yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Surat persetqiuan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Berdasarkan surat persetujuan kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), PA/pemimpin BLUD
harrs melakukan per-ubahan nama Rekening pada Bank
UmumlKantor Pos.

Pasal 37

KPA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan
perubahan narna Rekerring sebagaimana dimaksud pada
Pasal 36 kepada BUD paling lambat 20 Hari kalender sejak
diterbitkan surat persetujuan kembali.
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Pasal 38

Untuk Rekening Milik Bendahara Umum Daerah yang telah
dibuka selama Bank yang ditunjuk adalah Bank Persepsi,
maka rekening tersebut masih berlaku.

BAB TX

PEITTYIT'P

Pasa] 39

Pada saat Perattrran Bupati ini berlalm, Peraturan Bupati
Nornor 53 Tatmn 2013 terrtang Tata Cara Pengelolaan
Rekening Kas Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundang!<an.

Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal, q W?WW aot,

Diundangkan di Ranai

pada tanggal, V |e4ew&Ar 7ots

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

SYAilSI'RIZOil
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edRlte DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OT5 NOMOR 96
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